EEUEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP

896.1/009 .45

Tanggal Pembuatan

3 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

4 Januari 2024

Disahkan Oleh

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

rEBul \‘.‘\’»"\
Aot '

Judul SOP

Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah

4. Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
128 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
108  Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas ddan Fungsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah; dan

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor
34 Tahun 2022 tentang Peta
Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen.

1. Memiliki pemahaman tentang laporan keuangan;
2. Memiliki pemahaman tentang regulasi terkait BUMD

dan BLUD

P

Memiliki kejujuran dan ketelitian vang baik;

4. Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer

(Mengolah Data).




KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

E-BUMD dan E-BLUD

i

2.
3.
4,

Perda, Perbup, SK, RBA, RBB, RKA, Laporan Keuangan
dan Kinerja

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, LCD

Meja, Kursi

Kertas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak dilakukan, maka target
kinerja BUMD dan BLUD atas
RBB/RKA dapat tidak tercapai.

2. Mencegah serta  mendeteksi
penggelapan (Fraud).

1. Elektronik/komputer.
2. Dokumen.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Nomor SOP

896.1/ 009 - 46

Tanggal Pembuatan

3 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

4 Januari 2024

Disahkan Oleh

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

SEKRETARIAT DAERAH
Judul SOP Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Kuota Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi dan Gas
LPG Tabung 3 kg.
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan

. Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah

. Peraturan Presiden Nomor 104

Tahun 2007 Tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas 3 kg.

. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun

2015 Tentang Penetapan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Kebutuhan Penting

. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2015 Tentang Penyediaan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting.

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

2019 Tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk
Kapal Penangkap lkan Bagi Nelayan
Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi
Petani Sasaran

. Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian
dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak

. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Liquefied Petroleum
Gas

Surat  Keputusan  Gubernur
Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang
Penetapan HET LPG 3 kg

1. Memiliki pemahaman tentang regulasi terkait Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi dan Gas LPG Tabung 3 kg;

2. Memiliki pemahaman terhadap kondisi perekonomian
daerah maupun nasional,

3. Memiliki pemahaman terhadap kondisi demografi dan

geografi Kebumen;

4. Memiliki kemampuan analisa dan koordinasi yang baik.




11. SK Bupati Kebumen Nomor
| 541/385/KEP/2015 tentang HET
Gas Tabung 3 Kg pada tingkat
konsumen di Kab. Kebumen.

12. Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

13. Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman  Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen.

14.  Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 108 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas ddan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah; dan

15. Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta
Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

X Star ( Aplikasi pengajuan
rekomendasi BBM subsidi)

Perpres, SK BPH Migas, Pergub, Perbup
Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, LCD
Meja, Kursi

Kertas

S0 =

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak dilaksanakan maka
kebutuhan BBM bersubsidi dan gas
LPG 3 Kg tidak tercukupi atau terjadi
over kuota yang akan memboroskan
anggaran subsidi pemerintah

2. Terjadi penyimpangan penggunaan
BBM bersubsidi dan gas LPG 3 Kg
oleh pihak-pihak yang tidak berhak
atas barang subsidi

1. Elektronik/komputer.
2. Dokumen.




nad snqrasip
uep ueerpasitad
depeya) ueSuede|
Surioyuol 'q
3¢ Bungel HAT
sed uep pisqnsiaq
weg ueipquuad
ISepuUaWoNal
JeIns uejiqiauad
Suriojiuop ‘e
‘infepw ‘Syg Sungen
Bd] vep pisqnsisq
upRIBPUY - Ul-'h VI u NEd 1sngLisip uep
doyde - A ueerpastad Isenfeaa
uelode] uep Sulioyuow
Mzl SEHI9g - UBNeUBSHE[PN | 9
Ipisgnslaq
sed uep 1pIsqnsiaq
1 Ngd eions] uedelauad S
8 £ DT sed uep
Uim 1exsuerad Iprsqnslaq WEd uensn
Lrey | doyden ueseyequad ¥saq] | &
33 £ Dd1se8
Ijurld uep Ipieqnstaq WY
sEIaY \ ejony uedunjiyiad
ey g doyde uensn jeing | €
v
re3ral gdo uep
Joy32h01g \/ BuUIWeNSd [ ueduap
doydeq / \ iIseurplooy jedel
ey | jedes Sueny p ueyereS8usialusy | T
8y ¢ Bunges Dd'1
sed uep pIsqnsIaq
IU Wgdg [swnsuoy
uey | suoydpuey 1sesifeal eje( A
By ¢ Sungel Dd1 seD
uep Ipisqnslaq NEH
! ue[nsn ueunsnAusg
1edes Sueny \L reyriag Susjep
A9juLld fU 1sumold WAsd seulqg
se11ay| ue( jeIng sele yrioe(
suoydpuey sLIEjoIag 1sisodsip
ey g doydet nnluepepuiuay | 1
NVNODNVHNE SESTN
ISNIAOYd Nva vas Nvd BUBMSTH
NYdVIONHTENH Wasda HVdava NVINONOMHIEd | NVINONOMHYAd | /eunrelisd qr
SVNIQ LLYdnd SHV.LHRANES NdLSISY ovavi Jd SV.LIALLMV oN
13 | LNdLNO | NIAVM n¥ve NLNN

89 ¢ Sunqe], DT SBD UBp IPISqNSIAg YeAUr Texes] ueyeg UeNe(iqo)] ISeN[eAF Uep [SBUIPIOOY ‘ISBSIUOLUIS | JOS [Npn[




LaH ueynieday
uep Sx¢ Sunqe
Dd] uep pisqnslaq




